KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1245/PL.02.5-Kpt/3322/KPU-Kab /XII /2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat 1

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau
Walikota Dan Wakil Walikota;

bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, harus memperhatikan protokol
kesehatan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang



am—y

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Semarang tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik
untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan
Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman
86-92);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga
dan Daerah Swatantra Tingkat I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2015 Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828)



10.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1059);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
516);



Menetapkan

11.

12.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1068);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-
Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang Nomor 91/PP.01.2-
Kpt/3322/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-
Kpt/3322/KPU-Kab/I1X/2019 tentang Pedoman
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Semarang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN



PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEMARANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SEMARANG TAHUN 2020.
KESATU :  Menetapkan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan
Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Semarang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Semarang Tahun 2020.
KEDUA . Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, sebagai berikut :
1. KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan untuk
mengaudit LDK Pasangan Calon Hj. Bintang Narsasi,
S.Pd dan Drs. H. Gunawan Wibisono, M.M
2. KAP Siswanto untuk mengaudit LDK Pasangan Calon H.
Ngesti Nugraha, S.H., M.H dan H. Basari, ST, M.Si
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 4 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG




